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ABSTRAK

Nur Rahmayani. NIM 18.2100.032. Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan
Dalam Studi Masyarakat Di Kecamtan Patampanua Kabupaten Pinrang (Dibimbing
oleh Rukiah dan Fikri)

Hibah sebagai sarana pembagian harta waris adalah kebiasaan masyarakat
Kecamatan Patampanua dalam membagikan warisan. Dan diketahui bahwa hibah dan
waris merupakan dua akad yang memiliki perbedaan dalam waktu pelaksanaannya
serta dalam jumlah bagian harta yang diberikan. Akan tetapi pada masyarakat Muslim
di Indonesia banyak yang menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
masyarakat Pinrang menerapkan cara hibah dalam membagikan harta waris, dan untuk
mengetahui cara pelaksanaan hibah yang digunakan masyarakat Kecamtan
Patampanua dalam membagikan warisan, serta untuk mengetahui tinjauan urf
terhadap hibah sebagai sarana pelaksanaan harta waris di Kecamatan Patampanua.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu melalui wawancara
dengan masyarakat Pinrang dan juga tokoh agama yang ada di Kecamatan Patampanua
serta sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen Kecamtan Patampanua seperti gambaran umum Kecamatan Patampanua.
Teknik analisis datanya, peneliti menggunakan teknik mengumpulkan data-data,
kemudian disajikan dengan uraian singkat, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian hibah sebagai sarana
pembagian harta waris di Kecamatan Patampanua dilakukan dengan dasar alasan
masyarakat yang menganggap cara hibah adalah cara yang diturun-temurunkan oleh
nenek moyang dan cara hibah dianggap efektif dalam membagikan harta waris, karena
dengan cara hibah sebagai waris, akan timbul kemaslahatan dan tetap terjalinnya
kerukunan antara ahli waris, serta hibah sebagai waris merupakan kebiasaan yang baik
bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kemaslahatan antar ahli waris, maka
kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang harus dipelihara atau disebut juga dengan urf
Sahih.

Kata Kunci : Waris, Hibah, Urf

viii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ottt sttt sttt be e st e sate e ssbeesaeessnseesnneeesaseenns 1
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ......cooiiiiiiitieieeit et see e eieesieesne e eeeeneeens i
PENGESAHAN KOMISI PENGUIL.....cuiiiiiiiieietete ettt s iii
KATA PENGANTAR ettt sttt e tte s tte e st e e aae e s bae e ssaeeensaeesaeesseeessseeans iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...ttt vii
F N S I VA PSR viii
DAFTAR ISL .ttt e e st e e bt e e s b e e ste e ebeeesabeeeaeeesnteesseeensseens ix
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt ettt stte et e e etee e saaeesaaeesseessaeeasaeesnsessnssesssseesnseeessseeans ix
DAFTAR GAMBAR ...ttt et e e e sae e s te e e taeesseesasaeeanteessaeessaeesnsaeeasseesseeanns X
TRANSLITERASI ARAB LATIN ...ttt ettt ste st e ste e essaea e saee e sveeesnseesnees xi
BAB | PENDAHULUAN ... .ottt ettt ste e e ste e st s s saee s ssve s saaessneeesnseessnsensns 1
A. Latar Belakang Masalah............ccooiiiiiiiiiiii s 1
A, RUMUSAN MaSAIAN .......ooiiiiici s 6
B.  TUJUaN PeNEIITIAN ......ooveiiiieiece et et 6
C. Manfaat Penelitian ..........cooeiiiiiiiii e 6
BAB 1l TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI .......ooiiiiiiieceeeeeecee e 8
A. Tinjaun Penelitian REIEVAN .........cceoieiiiiicieceece e 8
2 10T - U0 I =Yoo SRS 11
I T T o 1] o SR 11
p -0 =T 7 T RS UR 26
N ' =To o T U o OO SRRRPRRR 31
C. Tinjaun KONSEPLUAL .......coiiiiiiiiieitescseee e 38
D. Kerangka PiKIr ... 39
BAB Il METODE PENELITIAN ...oiiiii ettt e stae e nae e s e s 42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian...........ccooevvereiieinese e 42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..........ccoveeiiiiniiiieieseee e 42
C. FOKUS PENEIITIAN ... 43
D.  Jenis SUMDEI Data.........ccoveiiiiiiiiieiieieee et 43



E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolaan Data.............ccccceeveiieiveicsiieneeie e 44

F.  Uji Keabsahan Data...........cccocveiieiiiiiieeie e 45

G. Teknik ANaliSi DAta .......cccciviriiiiiiieiieiiseeeee e 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...ttt 69
A. Pelaksanaan Sistem Pengalihan Hibah Sebagai Waris Kepada Ahli Warisnya

69

B. Analisis Terhadap Teradisi Hibah Sebagai Waris dan Relevisinya dengan teori

UTUT L bbb bbbttt et ettt reene s 75

BAB V PENUTUP ...ttt ettt et s e e st s e e e ta e e s abe e e bae e ataesabaeenares 88

AL KESIMPUIAN .o 88

B SAIAN..... e 89

DAFTAR PUSTAKA L.ttt ettt ettt st sttt e saeesbaesatesatestessbeesbeessaesnsesnseenseeseenses I

I N | TSRS Vv

BIODATA PENULIS ...ttt sttt et sate e st saee e st esaaesnaeesnnaeenaneas XX



DAFTAR LAMPIRAN

NO Judul Lampiran Halaman

1 Surat Izin untuk DPMPTSP VI
2 Surat 1zin DPMPTSP VII
3 Surat Izin untuk Kecamatan VI
4 Surat Selesai Meneliti IX
S Pedoman Wawancara X
6 Dokumentasi Wawancara Xl
7

Biodata Penulis

XX




DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar

Judul Gambar

Halaman

2.1

Kerangka Pikir

43




TRANSLITERASI ARAB LATIN

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing
(terutama Arab) ke dalam tulisan Latin dimana istilah Arab tersebut belum dapat
diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih terbatas.

Daftar huruf bahasa Arab dan tarnasliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel

berikut :
1. Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
d Ha h Ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai z Zet

Xi



o Sin S Es

! Syin Sy es dan ye
ol Sad $ Es (dengan titik di bawah)
ol Dad d De (dengan titik dibawah)
b Ta t Te (dengan titik do bawah
b Za z Zet (dengan titik dibawah)
I Ain ) Koma terbalik (di atas)
¢ Gain Q Ge

o Fa F Ef

3 Qaf Q Ef

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Wau w We

A Ha H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

] Ya Y Ye

Hamzah (s (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda ().
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2. Vokal

Vokal bahsa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.

Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Hurus Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah I I
j dammah U U]

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
39- Fathah dan ya Al adani
$- Fathah dan wau Au adanu
Contoh
< : Kaifa
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Js Haula

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
s ) Fathah dan alif ya”’ A adani
¢ Kasrah dan ya'’ I i dan garis di
atas
) Dammah dan wau U u dan garis di
atas
Contoh :
<l Mata
@) - Rama
J2 :gila

S5 1 yamiitu

4. Tamarbuta transliterasi untuk ta marbuta ada dua :
a. Ta marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah (t).
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b. Ta marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
(h).Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuta diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbuta itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

43Alaa)) : h raudatul atau jannah-al r

5 Jual Calls ¢y & 1 h madinahtul-al atau fadilah-al madinah-A
5 akall : h-Alhikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (<), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

Ly : rabbana
WS najjaina
Gl Al-haqq
&1 Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

XV



seperti biasa, al-, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di

hubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
Guaidl : Al-syamsu (bukan asy-syams)
3130 Al-zalzalah
AL Al-falsafah
Nl Al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal

katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
8848 : Ta’ muriina
¢35 Al-nau’
£ Syai’'un
&al  Umirtu
8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

XVi



Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahsa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering
di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh :
Fizilal al-qur’an
Al-sunnah gabl al-tawin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafaz la bi khusus al-sabab

XVii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan hibah pada masyarakat Pinrang umumnya telah dilaksanakan
secara turun-temurun dari orang tua terdahulu yaitu dengan membagikan harta
berupa tanah atau uang kepada anak-anaknya sebelum orang tua meninggal
dengan jumlah harta sama rata tanpa membedakan antara laki-laki dan
perempuan, anak pertama, kedua, maupun anak terakhir. Hal ini disebabkan
karena sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Pinrang adalah parental
atau bilateral. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan
perempuan adalah seimbang dan sama.

Hukum Islam menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menetapkan sebuah
hukum. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang sesuai dengan
ketentuan hukum Islam akan mendatangkan pahala, dan yang melanggar maka
akan mendapat hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berada dalam hukum
Islam. Salah satu cabang dari hukum Islam yakni hukum keluarga yang
membahas mengenai perorangan dan di dalam hukum keluarga terdapat cabang-
cabang, salah satunya mengenai hibah.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam
melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Perbedaan antara hibah dengan warisan terletak pada waktu pemberian. Harta



hibah pemberiannya yakni ketika pemberi hibah masih hidup sedangkan warisan
diberikan apabila pemberi harta sudah meninggal dunia.

Tradisi adat Pinrang, penghibahan sering terjadi ketika anak-anak mulai
berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk
keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih
hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekcokan yang akan terjadi diantara
anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan
Patampanua Bahwasanya, praktik hibah yang dilakukan sebagai harta warisan
dimasyarakat merupakan pembagian yang tidak sesuai sebagai mana mestinya,
dimana praktik yang terjadi bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Dalam
hal ini, peneliti menemukan bahwasanya landasan masyarakat dalam menerapkan
sistem hibah untuk membagi warisan dipengaruhi oleh kehawatiran mereka akan
hilangnya bagian harta yang dimiliki untuk keluarga inti secara keseluruhan.
Praktik hibah sebagai harta warisan ini merupakan salah satu upaya mereka untuk
menyelamatkan harta mereka yang sudah didapatkan secara susah payah agar
tidak jatuh ke pihak lain selain keluarga inti yaitu dengan mengalih atas namakan
kepemilikan hartanya kepada anak-anak nya saat mereka masih hidup. Karena hal
ini lah, harta yang mereka miliki dapat dibagikan secara merata sesuai

keinginanya sebelum pewaris meinggal dunia dan supaya tidak terjadi



persengketaan di kemudian hari antara satu anak dengan anak yang lain yang
disebabkan kuantitas harta yang didapatkan dirasa berbeda satu sama lain.

Berdasarkan realitasnya, bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan
dengan cara pemberian (hibah) di masyarakat sudah terjadi bertahun-tahun yang
lalu dan masih dilakukan hingga saat ini, sehingga membuat pola fikir dan
pandangan mereka tentang pembagian harta warisan yang dilakukan dengan
sistem hibah, dimana pemberian tersebut dilakukan saaat pewaris belum
meninggal dunia dan menganggap pemberian harta tersebut sebagai warisan yang
akan dia dapatkan nanti. Kebiasaan itu bisa dikatakan akan sangat sulit diubah
bahkan sudah menjadi tradisi yang secara turun-temurun berkembang di
masyarakat Pinrang.*

Praktik hibah yang dilaksanakan oleh masyarakat Pinrang pada umumnya
terdiri atas dua bentuk. Bentuk pertama, orang tua memberikan hibah dengan
bentuk anak pertama mendapatkan bagian yang paling besar sedangkan anak yang
terakhir mendapatkan rumah utama orang tuanya. Bentuk kedua, orang tua
memberikan hibah sama rata kepada anak pertama maupun anak terakhir dan
pembagian yang sama rata pula atas rumah utama orang tua.

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain sebagai
penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup sebagai

pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah

! Observasi, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, 26 September 2022



tanpa mengharap balasan apapun. Sedangkan dalam ketentuan figih, adapun hibah
dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya.?

Sejalan dengan hal itu menurut KHI hibah merupakan pemberian suatu
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang
masih hidup untuk dimiliki.> Dengan demikian adanya kerelaan dalam melakukan
perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus
ada dalam hibah, atau dengan kata lain asas dari pelaksanaan hibah adalah
sukarela.* Namun, dalam pelaksanaan hibah pada masyarakat suku Bugis,
disamping adanya kerelaan dalam pembagiannya ada juga motif lain dalam
pemberiannya yaitu sebagai tanda telah gugurnya kewajiban orang tua dalam
membagikan harta warisan kepada anak-anaknya.

Persoalan pembagian waris ketika pewaris masih hidup, seringkali
dimunculkan oleh pemilik harta atau calon pewaris maupun calon ahli waris.
Padahal secara syariat, tidak ada pembagian harta pada warisan apabila pemilik
harta itu masih hidup. Karena salah satu persyaratan dalam pembagian waris
adalah adanya kematian dari pewaris dengan kata lain syarat menjadi pewaris
adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Jika calon

ahli warisnya masih hidup, maka tidak ada kepentingan dengan pembagian harta

2 Zakiyatul Ulya, “Hibah Prespektif Figih, KHI dan KHES”, Jurnal Maliyah, Vol. 7, 2,
(Desember, 2017), h., 6-7.

3 Pasal 171 huruf (f) KHI

4 1bnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam
dan Hukum Perdata”, (Jurnal Ilmiah, Galuh justisi, 2017) h., 156.



waris. Oleh karena itu, hanya bisa melakukan hibah, tetapi bukan pembagian
waris.®

Hibah bermaksud agar sepeninggal orang tua para ahli waris tidak
memperebutkan harta peninggalan yang pada akhirnya akan membuat hubungan
kekeluargaan menjadi hancur. Kekhawatiran tersebut sebenarnya menunjukan
ketidakyakinan mereka terhadap keadilan pembagian dalam hukum waris atau
faraid secara langsung atau tidak. Sebab jika mereka yakin terhadap faraid maka
tidak akan ada tindakan kebijaksanaan seperti itu.

Dapat kita lihat bahwa tradisi hibah pada masyarakat Pinrang diatas
dilakukan sebagai jalan alternatif untuk menghindari pembagian waris secara
faraid dimana kebiasaan hibah tersebut telah dijalankan sejak lama dan turun-
temurun oleh para orang tua terdahulu agar tidak terjadi percekcokan dalam
keluarga akibat pembagian warisan tersebut. Namun jika Kita kaitkan kembali
pada teori waris, maka praktik tersebut adalah sebuah pelencengan terhadap
hukum waris, dimana satu sisi masyarakat tidak ingin menggunakan waris secara
faraid. akan tetapi di satu sisi juga masyarakat tidak ingin pula dikatakan
melanggar faraid. Pertanyaannya adalah apakah tradisi hibah tersebut sesuai
dengan hukum Islam dan mengandung kemaslahatan bagi orang banyak ataukah

justru mendatangkan mafsadat dalam pelaksanannya.

® Ira Damayanti, “Pewarisan Menurut Hukum , (Jurnal Notaire, Juni, 2019), h., 204



Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil masalah ini
sebagai penelitian dengan judul “Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan

Dalam Masyarakat Studi Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang ”

Rumusan Masalah
Rumusan masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Pinrang melaksanakan sistem pengalihan hibah sebagai
waris kepada ahli warisnya?

2. Bagaimana tinjaun ‘Urf terhadapa praktek hibah sebagi sarana?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Pinrang melaksanakan hibah kepada ahli
warisnya.

2. Untuk menganalisi prespektif hukum Islam terhadap tradisi hibah dalam

masyarakat Pinrang dan relevansinya dengan teori Uruf.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, menambah pengembangan dan pemahaman ilmu
pengetahuan terutama mengenai pelaksanaan hibah sebagai waris dalam
masyarakat Pinrang dan relevansinya dengan teori Uruf.

2. Manfaat Praktis, yaitu dengan hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi

kontribusi positif kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan hukum



dalam hal ini mengenai hibah sebagai waris yang dilaksanakan oleh

masyarakat Pinrang.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI

A. Tinjaun Penelitian Relevan
Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan

permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis

angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah yang juga

membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis
diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Wirani Aisiyah Anwar “Praktek Pembagian Warisan
Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasusu Di Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidrap)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan “Implementasi
pembagian harta warisan antara laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan pembagian 1:1
(berbanding sama). Jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela
memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi,
bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain.” ® Penulis
mengambil penelitian Wirani Aisiyah Anwar sebagai bahan tinjauan terdahulu
karena penelitian ini memiliki judul yang hampir sama yaitu, Praktek
Pembagian Warisan menggunakan Hibah, selain itu terdapat persamaan dengan

menggunakan penelitian field research. Dan adapun perbedaannya, yaitu

® Wirani Aisiyah Anwar, Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan(Studi
Kasus Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap), Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam STAIN Parepare, 2014



penelitian Wirani aisiyah Anwar ingin melihat bagaimana Praktek Pembagian
Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan, sedangkan penelitian ini ingin
melihat bagaimana Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan
bahwasanya landasan masyarakat dalam menerapkan sistem hibah untuk
membagi warisan dipengaruhi oleh kehawatiran mereka akan hilangnya bagian
harta yang dimiliki untuk keluarga inti secara keseluruhan. Praktik hibah
sebagai harta warisan ini merupakan salah satu upaya mereka untuk
menyelamatkan harta mereka yang sudah didapatkan secara susah payah agar
tidak jatuh ke pihak lain selain keluarga inti yaitu dengan mengalih atas
namakan kepemilikan hartanya kepada anak-anaknya saat mereka masih hidup.
. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati “Sistem Pelaksanaan Pembagian
Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa: “Pembagian warisan di desa Parappe Kecamatan
Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, akan tetapi ada juga
di dalam masyarakat desa Parappe yang memberikan sebagian hartanya
terhadap anaknya yang telah menikah terlebih dahulu, hal tersebut masuk
dalam kategori hibah namun pada masyarakat tersebut tetap paham mengenai
hal tersebut tentang pembagian warisan terlebih dahulu. Hal ini di lakukan
pada saat orang tua (pewaris) masih dalam keadaan sehat. Pada saat orang tua
meninggal dunia (pewaris) di lakukan pembagian harta warisan untuk para ahli

warisnya, maka ahli waris yang pertama mendapat bagian setelah ia menikah
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ketika pewaris masih hidup, sudah tidak mendapat bagian lagi sebagaimana
yang didapatkan oleh ahli waris yang lain.”’ Penulis mengambil penelitian
Megawati untuk menjadi bahan tinjauan terdahulu dikarenakan penelitian ini
memiliki judul hampir sama yaitu, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta
Warisan mengunakan Hibah. Dan adapun perbedaannya, yaitu penelitian
Megawati ingin melihat bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta
Warisan sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Sistem Pengalihan
Hibah Menjadi Hak Warisan dengan tujuan mereka melakukan pembagian
harta hibah dengan hibah wasiat adalah sebagai tindakan pencegahan terhadap
perselisihan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari setelah orang tua
meninggal dunia.

Penelitian yang dilakukan Hardiansyah “Pembagian Warisan sesuai Kebutuhan
tinjauan Maslahah (Studi di Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang)”. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa: Sistem pembagian warisan di masyarakat
Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang memberlakukan  sistem
kekeluargaan yaitu, 1) Sistem pembagian warisan dengan mengutamakan
musyawarah, 2) sistem pembagiam sesuai kebutuhan seseorang, dan 3) sistem
pembagian sesuai sistem hukum Islam. Pembagian dengan cara musyawarah
menghasilkan pembagian 2:1 (dua banding satu) dan 1:1 (berbanding sama).

Namun, Implementasi pembagian warisan 2:1 yang dilakukan di masyarakat

7

Parappe,

Megawati, Sistem PelaksanaanPembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, Skripsi

Sarjana,Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
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Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang, Secara kontekstualnya dianggap
relative artinya perempuan bisa saja mendapatkan bagian lebih karena sistem
kekeluargaan mengutamakan aspek kebutuhan.® Penulis mengambil penelitian
Hardiansyah sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki
judul hampir sama yaitu, Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan
Maslahah, dan adapun perbedaannya, yaitu penelitian Hardiansyah ingin
melihat bagaimana Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Maslahah,
sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Sistem Pengalihan Hibah
Menjadi Hak Waris dengan tujuan untuk membagikan harta kepada ahli waris
demi menjaga keberlangsungan hubungan keluarga agar terciptanya hubungan
yang damai tanpa adanya perselisihan diantara ahli waris yang diakibatkan oleh

perebutan harta.
B. Tinjaun Teori

1. Teori Hibah
a) Dasar Hukum Hibah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas
beragama Islam terbesar di dunia. Selain itu hukum Islam bersama dengan
hukum adat dan barat, menjadi bagian penting yang sangat berpengaruh dalam

sistem hukum Indonesia, karenanya terdapat beberapa aturan dan undang-

8 Hardianyah, Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan maslahah, Skripsi Sarjana,Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2016.
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undang khusus sebagai koridor penyelesaian masalah terutama yang
berhubungan dengan muamalat.®

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan sebagian dari
hukum positif khusus untuk umat Islam, termasuk pasal-pasal mengatur hibah
dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka

kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif.°

Al-Qur*“an Surat Al-Bagarah (2) :177

sy ALy adfagaly i ol 5 S Bl ka3 3 08 A 35 1515 G G
a1 S8 5 AL g Jistal) (i) g sl 5 il 5 A0 ¢ 94 B Ju u:‘sfg,;;uu
1l 3 Uil b G puiall 551 3M1E 10 b sy (383400 3%5 5830 31y B sllal il of kil g

o3 ab &l 5 31 B0 coi

Terjemahnya :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah,
hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka

*Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2000), h. 89.

10 Ahmad Rofig, 1, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.
473.
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itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa.”?

Surat Al Bagarah ayat 177 bertujuan untuk mengingatkan umat Muslim
bahwa kebaikan tak hanya sekedar menghadapkan muka kepada arah tertentu.
Kebajikan yang asli datang dari iman kepada Allah secara ikhlas dari lubuk
hati terdalam. Termasuk juga beriman kepada malaikat, kepada hari akhir, dan
kitab-kitab yang diturunkan Allah baik itu Al Quran, Injil, maupun Taurat.
Jadi, surat Al Bagarah ayat 177 tidak hanya ditujukan untuk umat Muslim,
tetapi seluruh penganut agama Abrahamik.

Beriman kepada Allah SWT juga harus disertai amalan dalam bentuk
perbuatan nyata, di antaranya:

a) Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat dan keluarga yang
membutuhkan.

b) Memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim.

c) Memberikan Harta kepada orang musafir yang membutuhkannya di
perjalanan.

d) Membagi harta kepada orang miskin.

e) Melaksanakan sholat.

f) Menuaikan zakat.

Dasar hukum hibah tidak berbeda dengan dasar hukum infag, hanya saja

infaq terbagi dua yaitu, infag sunnah dan wajib. Infagq sunnah berupa sedekah,

11 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri
Abadi, 2010). h. 27
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hibah, hadiah dan sejenisnya yang temanya adalah pemberian. Sedangkan infaq

wajib adalah zakat. Adapun pengaturan dan ketentuan hibah dalam KHI diatur

dalam Bab VI Pasal 210-214 di antaranya :

a) Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,
berakal sehat dan tanpa paksaan.

b) Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada
orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

c) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

d) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai
warisan.

e) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

f) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang
dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli
warisnya.

g) Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat
hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat
sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal KHI.'?

b) Pengertian hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti

melewatkan atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah

12 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,(Jakarta: Cetakan Pertama, Raja Grafindo
Persada, 2014), h. 131.
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merupakan salah satu contoh akad Tabbaru, yaitu akad yang dibuat tidak
ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan
kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah hibah adalah suatu
pemberian yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan adanya
kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu
dilangsungkan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hal inilah yang
membedakan hibah dengan wasiat.*®

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah
pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut penjelasan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama Pasal 49 huruf d yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian
suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan
hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
Berdasarkan defenisi di atas, maka kriteria hibah adalah :
a. Suatu pemberian
b. Tanpa mengharapkan kontraprestasi secara cuma-cuma
c. Dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup

d. Tidak dapat ditarik kembali

13 Abdul Ghofur Anshori, 4, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,(Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2010), h. 174.



16

e. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik) karena
hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

“Lafadz hibah mengandung beberapa makna, di antaranya ialah
pemberian yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah,
athiyah dan hibah imbalan. Pemberian yang tidak terbatas ialah yang
dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang
diberi hibah. Shadagah adalah yang dimaksudkan semata untuk pahala di
akhirat. Athiyah adalah hibah ketika seseorang sedang sakit yang
dirasakan akan meninggal. Hibah hutang ialah yang dimaksudkan untuk
membebaskan orang yang berhutang. Hibah imbalan adalah yang
dimaksud untuk mendapat imbalan, yang termasuk dalam jenis jual beli
yang memiliki hukumnya sendiri.”

¢) Macam-macam hibah
Adapun macam-macam hibah yaitu hibah barang dan hibah manfaat,
sebagaimana dijelaskan berikut ini :
a) Hibah barang

Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak
lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut,
yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Seperti halnya
orang tua dapat memberikannya kepada sebagian anaknya dengan
menghibahkan rumah atau sepeda motor, baju dan lain sebagainya.

Dalam masalah hibah barang, sebaiknya orang tua tidak membedakan
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pemberiannya di antara sesama anak. Tidak dihalalkan bagi seorangpun
untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas
anak-anaknya yang lain, karena hal demikian akan menanamkan
permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahmi yang diperintahkan
Allah untuk menyambungnya.

Hibah barang juga ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala
dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Maksud
untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridhaan
Allah dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.
Hibah bukan untuk mencari pahala tidak diperselisihkan lagi
kebolehannya, tetapi masih diperselisihkan hukum-hukumnya. Mengenai
hibah untuk mencari pahala, maka para fugaha memperselisihkannya.
Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Imam Syafi“i
melarangnya. Pendapat yang melarang ini juga dipegang oleh Daud dan
Abu Tsaur. Silang pendapat tersebut berpangkal pada apakah hibah itu
merupakan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya, ataukah bukan
suatu jual beli yang tidak diketahui harganya.'*

b) Hibah manfaat
Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar

dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta

14 Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1994), h. 118.
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atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah, dengan kata lain
dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau
hak pakai saja.

Sebagai contoh, seseorang menghibahkan hasil dari seluruh rumah
sewanya kepada anak yang paling kecil untuk kepentingan sekolahnya.
Jika, kelak dia sudah berhasil menamatkan sekolahnya, maka manfaat
harta tersebut kembali kepada orang tua. Dan jika orang tuanya telah
meninggal terlebih dahulu, maka manfaat harta tersebut, kembali kepada
keluarganya. Masalah hibah manfaat ini, orang tua seharusnya
menyediakan sebagian hartanya sebagai harta produktif bagi kepentingan
anak-anaknya. Artinya, segala hasil yang di dapat dari harta produktif
tadi dapat dipergunakan oleh anak yang membutuhkan. Dana tersebut
memang khusus di sediakan bagi anak-anak yang dalam posisi lemah,
baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan.

Harta produktif tadi sangat penting keberadaannya bagi kehidupan
keluarga. Sebab dengan adanya harta produktif tadi, kepentingan anak
yang dalam keadaan membutuhkan dapat terlindungi dengan tidak
mengurangi harta benda milik orang tuanya. Yang dipakainya hanya
hasil yang di dapat dari harta produktif tadi, bukan dengan menjual
sebagian harta orang tuanya. Cara seperti ini sangat baik dikembangkan
demi kemaslahatan kehidupan suatu rumah tangga.

¢) Rukun dan syarat hibah
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Dalam pemberian hibah didasari oleh beberapa unsur-unsur yang
biasanya disebut sebagai rukun hibah, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada
waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat. Baik
jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi
syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan
tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan.
Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan atau badan
hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Hibah tidak akan terjadi tanpa adanya pemberi hibah. Si pemberi
hibah tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena
pemberi hibah tidak memiliki hak kepemilikan pada barang yang
bukan miliknya. Orang yang memberikan harta miliknya sebagai
hibah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Orang yang cakap bertindak hukum, baligh, berakal dan cerdas.
Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibah cnya
karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak
hukum.® Menurut KHI untuk kepastian hukum maka standar umur
orang yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-
kurangnya 21 tahun dan berakal sehat.

2) Pemilik apa yang dihibahkan

15 Nasrun Haroen, Figh Muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,) 2007, h. 84.
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3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan

4) Tidak dipaksakan

5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya
kepada orang lain atau lembaga di hadapan saksi.

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang
menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang yang
mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik
dan mana yang buruk, bagi laki-laki telah mencapai usia 15 tahun ke
atas dan atau sudah mengalami mimpi basah, serta bagi perempuan
telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami
menstruasi. Sedangkan berakal adalah seseorang yang tidak sakit
jiwa/gila, sinting, dungu, dan cakap dalam melakukan tindakan
hukum.

Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian,
sedangkan ia menghibahkan kepada orang lain, hukum hibahnya itu
seperti wasiatnya. Apabila ia menghibahkan kepada seorang di antara
ahli waris, kemudian ia menghibahkan kepadanya dalam keadaan
sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah
mendakwa yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya. Bila ia
tidak memperkuat kata-katanya, hibah itu dianggap terjadi pada waktu
sakit dan hukumnya tidak sah, kecuali apabila diperbolehkan oleh

semua ahli waris.
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1. Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan atau badan

hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan
kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap
melakukan tindakan hukum. Kalau masih di bawah umur, diwakili
oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai
pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu,
penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris,
baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah

hukumnya.'®

. Bagi penerima hibah haruslah benar-benar ada pada waktu hibah

dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada
ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan
demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam
kandungan adalah tidak sah. Sedangkan seorang anak masih kecil
diberi sesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak
sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Wali yang
bertindak untuk dan atas nama penerimaan hibah di kala penerima
hibah itu belum cakap dalam bertindak. Selain orang, lembaga juga

bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

16 Zainuddin Ali, 3, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.
7.
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3. Harta atau barang yang dihibahkan. Harta atau barang yang
dihibahkan dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang
bergerak atau yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil
sesuatu barang yang dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai
syarat-syarat tertentu, yaitu :

1) Benar-benar ada dan jelas, barang itu ada sewaktu terjadi hibah.
Oleh karena itu, bila buah-buahan yang akan dipetik tahun
depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan.

2) Harta yang bernilai

3) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki,
diterima  peredarannya  dan kepemilikannya  dapat
berpindahtangan

4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib
dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah, sehingga
menjadi milik barangnya

5) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan itu bukan barang
milik umum. Sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah,
kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan

d) Lafaz hibah (ijab-gabul)

ljab-qabul di kalangan ulama mahzab Syafii, merupakan syarat

sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang

berkaitan dengan ijabgabul, yaitu sesuai antara gabul dengan ijabnya, gabul
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mengikat ijab dan akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu seperti
perkataan ““aku hibahkan barang ini padamu bila si anu datang dari Mekah™.
Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan
dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan
mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris.

Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang
memenuhi syarat. Namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan
hibah haruslah dilaksanakan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Qur*an

Surat Al-Bagarah ayat (2) : 282

Gl Gl ¥y Qi Cats 55 kil 8 3R Lad gal b ey 008 19 1350 Gl @i
S (e Al (i Yy 45 @ (gl 3l 4t odl) gLy SOl 0 Al LS 5 ¢
CAgs ) 3B s gl 4ty (Lailh 5h (ad & liig ¥ 3 Wi 31 i (3 4l 53
R Ll 3 & #1328 G (13008 (o135 0308 0t Uk (b 248 e
AUV ) 158 31 ) i 6 3 G 13408 Y3158 5 W 13 403l ol W 2 A% Ll
Gl 25 1453 5305 B pula 585 (38 G ) 1300605 M 5305 3algalt 4y e b
(3 4313505 15 St ¥ G183 191 5l T S W1 05 e
PO R TP I LA P

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang
yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah
dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
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mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang
lupa maka yang seorang mengingatkannya.”’

Surat Al Bagarah Ayat 282 merupakan sebuah ayat dalam Alquran
yang menerangkan tenang hukum berutang dalam tindakan jual beli. Allah
SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala
transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil
penulisan tersebut dapat digunakan untuk manentukan apa yang akan
diperbuat oleh seseorang.

Al-Qur“an Surat Al-Baqgarah ayat (2) : 283

Va1 o b2 af w8 e o oASh 0. o 9 MR-y osBa 21 % a0 & ofs k- [PETLTAIN
AT Gaiy) s d) Aigald Loy a8uiady (el LT A 3ita (b 8 LSS 1 30 Al i o 258 &)
Goas  2ooheom 4o oaai o BYFE anl %% ook o 25, shen \J- &%F . 4 - -
ale Gplad Loy dnp Al ) A8 GG e sagdl 1S Y tAl) 4 s

Terjemahnya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena
barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*®

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jika kalian dalam perjalanan (dan
bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh

seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

"Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri
Abadi, 2010), h. 48.

18 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri
Abadi, 2010), h. 49.
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(oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang
siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka
dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan.
Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang
berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau
mempunyai nilai yang tinggi. Hibah dapat dinyatakan sah jika harta yang
dihibahkan telah benar-benar berpindahtangan, sebagaimana telah terjadi
perpindahan hak milik atau telah dilakukan baliknama. Bahkan untuk
menyempurnakan hibah, ketika terjadi hibah harus ada saksi sehingga
perpindahan hak milik hibah semakin sempurna. Syarat-syarat terjadinya

hibah yang sempurna dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Pihak pemberi telah baligh.

2) Pemberi hibah benar-benar ada dalam keadaan sehat wal“afiat.
3) Pihak pemberi hibah tidak dipaksa melakukannya.

4) Penghibah adalah pemilik harta yang sah yang akan dihibahkan.

5) Hartanya benar-benar berwujud dan dapat dipindahtangankan.
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6) Adanya akad hibah yang jelas.

7) Harta diterima oleh penerima hibah dan dibaliknamakan.

8) Adanya saksi yang baligh, sehat walafiat, dan sadar atau tidak dipaksa
oleh pihak mana pun.

9) Diharamkan menghibahkan seluruh harta tanpa mempedulikan ahli
waris.

2. Teori Kewarisan
a) Pengertian Kewarisan.

Mewaris jamak dari mirats, (irts, wirts dan turats, yang dimaknakan
dengan ma mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang
diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta di sebut
muwarits, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut muwarits. Yang
dapat disamakan dengan intigal artinya perpindahan yakni pindahnya
sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan konkrit maupun
abstrak.°

b) Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan

Kewarisan merupakan hal yang sangat erat dan dekat dengan
kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak
bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah
asas ijbari yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari

pewaris kepada ahli waris setelah terjadi kematian. Peristiwa kematian

®Rukiah, Figh Mawaris, (Parepare:IPN PRESS,2020) h.1.



27

sebagai dasar untuk menyatakan telah terbukanya warisan. Terbukanya
warisan itu memerlukan perhatian dan tindakan hukum dari segenap para
ahli waris secara bersama-sama untuk melakukan penyelesaian atas warisan
menurut hukum waris yang berlaku.?’ Dalam pandangan Islam kewarisan
termasuk salah satu bagian dari figih atau ketentuan yang harus dipatuhi
umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan
seseorang yang telah mati.

Allah SWT menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia
menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia
kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak
menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.? Menurut
Wahbah Az-Zuhaili bahwa definisi dari warisan adalah segala sesuatu yang
terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan
oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah
ditentukan oleh syariat.??

Harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga
hukumnya berbeda dengan hukum harta warisan. Jika pembagian harta
tersebut dilakukan sedangkan keadaan pewaris dalam keadaan sehat

wal“afiat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian,

20 Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan),(Medan: Pustaka
Bangsa Press, 2011), h. 4-5.

2L Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 148.

22 Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Cetakan I, Ictiar Baru VVan Hoeve, 1996), h. 540.
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maka pembagian atau pemberian itu disebut hibah (harta pemberian), bukan
pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah boleh.

Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam diatur dalam Al-Qur*an,
yaitu Surat An-Nisa ayat 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, Surat An-Anfal ayat
75. Berikut beberapa kutipan terjemahan dari ayat-ayat Al-Qur“an yang
mengatur masalah waris :

a. Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi :
3140 8 Laa G308 5 031 138 L e #3015 A 5 135 Wik sl Ji 0
L3 38 i 8
Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan.”?®

Penjelasan ayat di atas adalah laki-laki mempunyai bagian dari harta
yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan kerabatnya, seperti saudara dan
paman setelah mereka meninggal dunia, baik sedikit maupun banyak. Dan
wanita juga mempunyai bagian dari harta yang mereka tinggalkan. Ini
berbeda dengan apa yang berlaku di masa jahiliah yang tidak memberikan
hak waris kepada wanita dan anak-anak. Bagian (warisan) ini adalah hak

yang diterangkan dan ditentukan kadarnya oleh Allah -Ta'ala-.

1. Surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi :
U5y 38 a5l 58 paianh 38 5SSl Guaal) 5y 81 o ghdaiidl) juaa s g

23 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri
Abadi, 2010), h. 77.
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Terjemahnya:
“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang
miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah
kepada mereka perkataan yang baik.” 24
Kemudian ayat di atas juga menerangkan bahwa bila saat
pembagian waris ternyata ada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang
miskin yang tidak punya hak waris ikut datang ke majelis, hendaknya
mereka juga diberi sebagian kecil dari harta waris bila jumlahnya banyak.
Bila jumlahnya sedikit atau harta waris berupa tanah sehingga tidak
mudah diberikan kepada mereka, hendaknya disampaikan secara baik-
baik mereka tidak diberi sebagian harta tersebut.
2. Rukun dan Syarat Kewarisan
1) Rukun Kewarisan. Unsur-unsur kewarisan yang biasa disebut dengan
rukun-rukun kewarisan, A. Assaad Yunus mengemukakan bahwa
unsur-unsur kewarisan menurut hukum Islam pada pokoknya dapat
dibagi dalam tiga unsur yaitu :

a. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara
hakiki, atau secara hukmi. Dikatakan secara hukmi , karena orang
yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena
adanyanya beberapa sebab atau pertimbangan.

b. Harta warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang

telah meninggal dunia, yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Di

24Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri
Abadi, 2010),, h. 78.
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dalam Al-Qur’an harta warisan disebut dengan tarkah yang di
terjemahkn sebagai harta peninggalan, namun tidaklah semua harta
peninggalan dapat diwarisi. Harta yang dapat diwarisi adalah harta
yang berisi, bebas dari segala sangkut paut orang lain termasuk
tajhiz. Utang dan wasiat.

c. Ahli waris, yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris,
oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik
karena hubungan kekerabatan maupun karena sebab lainnya.?®

2) Sayarat-sayar Kewarisan

Kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah
meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkanya. Pengertian
tersebut tidak sekali-sekali jika orang yang bakal diganti
kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya
masih atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat
spenggantian terjadi. Apalagi jika antara keduanya terdapat hal-hal
yang menurut sifatnya menjadi penghalang.Oleh karena demikian
pusaka mempusakai itu memerlukan syarat-syarat seperti berikut :

a. Matinya muwarrits (orang yang mempusakakan). Matinya pewaris,
maksudnya pemwarisan baru dapat berlangsung, apabila mewaris
benar-benar telah meninggal dunia. Peralihan harta seseorang yang

masih hidup baik secara langsung, maupun pelaksanaanya setelah

ZRukiah, Figh Mawaris, (Parepare:IPN PRESS,2020) h. 59-.60
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kematiannya, tidak dapat disebut sebagai warisan menurut hukum

Islam. Perihal tersebut mungkin saja dalam bentuk hibah atau

wasiat dan tunjukan kepada siapa saja yang ia kehendaki.

Adapun kematian yang dimaksud dimana harta warisanya
juga secara otomatis atau mutlak harus beralih kepada ahli
warisnya, ialah mati hakiki, mati hukmi ataupun mati secara
taqdiri. Yang dengan:

a) Mati hakiki ialah kematian yang yang dapat dibuktikan atau
disaksikan oleh orang banyak mulai panca indra,

b) Mati hukumi ialah kematian pewari berdasarkan atas keputusan
atau ketetapan hakim.

c) Mati taqdiri ialah seseorang yang didasarkan pada dugaan keras,
misalnya ian seseorang ibu hamil dipukul perutnya atau dipaksa
minum racun, maka kematian bayi tersebut diduga keras akibat
pemukulan atau terkena racun

3. Teori ‘Urf
1. Pengertian ‘Urf

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “’Adah”

yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu

terjadi.Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “’urf”. Dengan
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kata ‘urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia
(peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).?

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang
digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud
adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat
bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah
kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah
lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.?’

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan
disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih
bin Ghanim al-Sadlan, ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia,
berkata: “Dalam kitab al-Durar al-Hukkam Shaykh al-Majallat al-Ahkam
al-‘Adliyyah berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi
keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang
memiliki karakter yang normal”.?

Dalam pengertian lain, adat atau‘urf ialah sesuatu yang telah

dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai

aspek kehidupan.Mayoritas ulama’ menerima ‘urf sebagai dalil hukum,

26 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan

Hukum di Indonesia (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8

2003), 8.

2’Hilman Hadikusuma, Pengantar IImu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju,

BAsep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU (Surabaya:

Khalista, 2012), 117-118.
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tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang
mustagill (mandiri).?®

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap
masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai
macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai
ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik,
melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki
cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan
faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang
berlaku umum bagi semua budaya di manapun.*

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan
hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash shari’ah;
kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi
tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat,
tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai
substansial yang dikandung oleh tradisi.*

Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama

tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Dalam hal ini al-Imam lbn

2% Nasrun Rusli, Konsep ljtihad Al-Syaukani (Jakarta: Logos, 1999), h.34

30 Elly Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33.

31 Abdul Hag, et. al., Formulasi Nalar Figh: Telaah Kaidah Figh Konseptual (Buku Satu)
(Surabaya: Khalista, 2006), 283
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Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syaikh Ibn Taimiyah, berkata yang
artinya:

Imam Ibn ‘Aqil berkata dalam kitab al-Funiin, “Tidak baik keluar
dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah
membiarkan Ka’bah dan berkata, “Seandainya kaummu tidak baru saja
meninggalkan masa-masa  jahiliyah.” Sayyidina Umar berkata:
“Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur’an,
aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.” Imam Ahmad bin Hanbal
meninggalkan dua raka’at sebelum maghrib karena masyarakat
mengingkarinya. Dalam kitab al-Fusu@] disebutkan tentang dua raka’at
sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya
melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata,
“Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. “Ahmad bin Hanbal juga
memakruhkan melakukan gadha’ shalat di Mushalla pada waktu
dilaksanakan shalat ‘id (hari raya). Beliau berkata, “Saya khawatir orang-
orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya.®?

2. Macam- macam Adat (Urf)

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam:
1) “Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata
atau ucapan.
2) ‘Urf fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh
kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya

ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

32 Chalim,Membumikan., h. 178-179
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b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf dibagi menjadi dua
macam:

1) ‘Adah atau ‘urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di
mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang
negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda
setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.

2) ‘Adah atau ‘urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok
orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di
sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu
untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk
masyarakat Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) ‘Urf Shahih atau ‘adah Shahih, yaitu ‘adah yang berulang — ulang
dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan
agama, sopan santun, dan budaya luhur.

2) ‘Urf fasid atau ‘adah fasid, yaitu ‘adah yang berlaku di suatu tempat
meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama,
undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama
tanpa nikah (kumpul kebo).*?

3. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘Urf

33 Amir Syarifuddin, Ushul Figh jilid 1l (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999), h. 366-368
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Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ‘urf merupakan
tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan
masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan
aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam
penetapan hukum dengan jalan ‘urf peneliti menggunakan dua cara:

a. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci. Apabila
pertentangan ‘urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya
hukum yang dikandung nash, maka “urf tidak dapat diterima. Misalnya,
kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak
yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga
mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. ‘urf seperti ini
tidak berlaku dan tidak dapat diterima.®*

b. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum. Dalam kaitanya
pertentangan antara ‘urf dengan nash yang bersifat umum apabila “urf
telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus
dibedakan antara ‘urf al-lafdzi dengan‘urf al-‘amali.

Pertama, apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf al-lafdzi maka ‘urf
tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas ‘urf

al-lafdzi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator

34 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.
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yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf.
Dan berkaitan dengan materi hukum.*®

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan
makna ‘urf kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu
dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.11 Contohnya jika seseorang
bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka
ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut ‘urf, ikan bukan
termasuk daging, sedangkan dalam arti syara’ ikan itu termasuk daging.
Dalam hal ini, pengertian ‘urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian
menurut syara’ sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk
kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan
adalah ‘urf.

Kedua, apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nash umum itu
adalah ‘urf al-‘amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang
kehujahanya. Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila‘urf al-‘amali itu bersifat
umum, maka ‘urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum,
karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat
diamalkan. Kemudian menurut ulma mazab Syafi’iyah yang dikuatkan
untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah ‘urf gauli bukan ‘urf

amali. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama

3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 398
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Hanafi, hanya sebatas ‘urf al-‘amali yang berlaku; di luar itu nash yang

bersifat umum tersebut tetap berlaku

c. ‘Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan
‘urf tersebut Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang
bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh
ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ‘urf seperti ini baik yang
bersifat lafzhi maupun yang bersifat ‘amali, sekalipun ‘urf itu bersifat
umum, tidak dapat diajadikan dalil penetapan hukum syara’, karena
keberadaan ‘urf ini mucul ketika nash syara’ telah menetukan hukum

Secara umum.

C. Tinjaun Konseptual
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas guna menghindari

kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna yang digunakan
dalam judul skripsi “Pandangan Hakim terhadap hibah diperhitungkan sebagai
warisan”, maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa kata yang
dianggap perlu agar mudah dipahami.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus
didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil

penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:
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1. Pandangan/Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar

memberikan makna bagi lingkungan mereka.®

. Hibah secara Bahasa berarti bangun atau bangkit, karena pelakunya bangkit

untuk melakukan kebaikan. Pada mulanya kata hibah diambil dari kata
hubuuburriih yang artinya perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut
dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa
harta maupun selainnya. Adapun secara istilah hibah berarti pemberian sesuatu
untuk dimiliki tanpa ganti tertentu dalam masa hidup tanpa alasan tertentu.
Sedangkan menurut KBBI, hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan
mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.*’

Mewaris jamak dari mirats, (irts, wirts dan turats, yang dimaknakan dengan ma
mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan
kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta di sebut muwarits,
sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut muwarits. Yang dapat
disamakan dengan intigal artinya perpindahan yakni pindahnya sesuatu dari

seseorang kepada orang lain, baik perpindahan konkrit maupun abstrak.®

Kerangka Pikir

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h., 494.

37 Ahmad Mathori, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Shalat Jama’ah Berhadiah di

Kota Bengkulu”, Jurnal Mahaj, 4.3, (2016), h.204

%Rukiah, Figh Mawaris, (Parepare:IPN PRESS,2020) h.1.
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Dapat kita lihat bahwa tradisi hibah pada masyarakat Pinrang diatas
dilakukan sebagai jalan alternatif untuk menghindari pembagian waris secara
faraid dimana kebiasaan hibah tersebut telah dijalankan sejak lama dan turun-
temurun oleh para orangtua terdahulu agar tidak terjadi percekcokan dalam
keluarga akibat pembagian waris tersebut. Namun jika kita kaitkan kembali pada
teori waris, maka praktik tersebut adalah sebuah pelencengan terhadap hukum
waris, dimana satu sisi masyarakat tidak ingin menggunakan waris secara faraid.
akan tetapi di satu sisi juga masyarakat tidak ingin pula dikatakan melanggar
faraid. Jadi apakah tradisi hibah tersebut sesuai dengan hukum Islam dan
mengandung kemaslahatan bagi orang banyak ataukah justru mendatangkan

mafsadat dalam pelaksanannya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dalam bentuk sebuah gambar di

bawah:



Warisan

Pengalihan Hibah Menjadi Hak
Warisan

l

Pandangan Masyarakat
Pinrang

Hibah

. Mengapa masyarakat Pinrang melaksanakan

sistem pengalihan hibah sebagai waris kepada

ahli warisnya?

. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap

tradisi hibah sebagai waris dalam masyarakat
Pinrang dan relevansinya dengan teori

maslahah?

Hasil Penilitian
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus
kajian pendekatan Empiris Yang dimaksud dengan empiris merupakan kerangka

pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara
intesif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi
yang telah di kumpulkan. Melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan
penelitian-penelitian eksprimental. Dilihat dari sisi pelaksanaanya, penelitian
secara langsung berinteraksi dengan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan

Patampanua.

Maka dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kepada quality atau hal
yang terpenting dari sifat suatu jasa berupa kejadian atau fenomena, gejala sosial
yang memiliki makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga

bagi suatu pengembangan konsep teori.3®

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

% Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet VII; Bandung:
Alfabeta, 2017), h.22.

42



43

Dalam penelitian yang mengangkat masalah “Sistem Pengalihan Hibah
Menjadi Hak Warisan Dalam Masyarakat Studi Di Kecamatan Patampanua
Kabupaten Pinrang”. Ditetapkan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan
Patampanua

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.

Fokus Penelitian
Untuk mempermudah penelitian ini dan agar berfokus pada rumusan

masalah, sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan

relevan. Maka dibuatlah fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini

adalah:

1. Peneliti hanya berfokus pada Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan
Dalam Masyarakat Studi Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

2. Peneliti hanya melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang Kecamatan
Patampanua.

3. Peneliti hanya mengambil informasi dari data dan masyarakat Kabupaten

Pinrang Kecamatan Patampanua.

Jenis Sumber Data
1. Jenis Data
Penelitian ini  menggunakan jenis data kualitatif, yaitu peneliti

mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sabagaimana
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adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Peneliti yang memasuki lapangan
berhubungan langsung dengan situasi dan orang yang diselidiki.
2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data peneliti memakai dua sumber data, yaitu:

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang
menggunakan semua metode pengumpulan data original.*® Data primer
yaitu sumber data dari hasil wawancara yang ditujukan kepada Masyarakat
Kecamatan Patampanua untuk mendapatkan data mengenai Sistem
Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Masyarakat.

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk
laporan, tesis, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.*! Data sekunder

yaitu sumber data dari isi hibah dan warisan.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolaan Data
Peneliti menggunakan beberapa pendekatan mengumpulkan data,

pengamatan (observasi), wawancara (interview), dokumentasi.
1. Pengamatan (observasi)
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti

untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian secara

40 Sahari Samsu, Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23
Pada PT. Misa utara Manado, Jurnal EMBA, 1.3, (2013), h.532
41 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet.lI1; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.
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langsung.*?> Penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung
terhadap objek yang akan diteliti. Pengamatan dilakukan pada masalah Sistem
Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Masyarakat Wawancara
(interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan
seseorang dalam memperoleh informasi lainnya dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.**> Dalam penelitian ini
peneliti akan wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan
Patampanua.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelediki
benda-benda seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan
harian, dan sebagainya.** Penelitian metode ini digunakan untuk
mengumpulkan data sebagai data pendukung dan data pelengkap bagi data

primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.

F. Uji Keabsahan Data
Keabsahan data adalah data-data yang telah terkumpul dan tidak semuanya

memiliki kebenaran yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Karnaya

42Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi (Cet V; Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2010), h.221

43 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Cet.VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2008), h.180

4 Esti Ismayanti, Metode Penelitian Bahasa dan Sastra (Cet.IV; Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2012), h.81-82
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perlu melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut agar keabsahan data

tersbut bisa dipertanggung jawabkan, sebab kemungkinan masih ada data yang

belum cukup atau terdapat kekurangan dan tidak lengkap.*® Adapun uraian uji
keabsahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepercayaan (credibility/Validitas Internal). Peneliti akan melakukan
pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,
maupun dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan untuk memperoleh
kebenaran yang valid dari data yang diberikan

2. Keteralihan (transferability/Validasi Eksternal). Peneliti membuat laporan
penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain
dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya
penelitian ini.

3. Kebergantungan (dependability). Peneliti akan menguji data dengan informan
sebagai sumbernya dan teknik pengambilannya menunjukkan rasionalitas yang
tinggi atau tidak, sebab jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri
cara mendapatkannya dari orang yang mengungkapkannya.

4. Kepastian (confirmability). Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang

berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

45 Syamratun Nurjannah dan Yasmin Ghalyah, “Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan
Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat”, Jurnal Pemikiran Islam
dan llmu Sosial, 13.1, (2020), h.33
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G. Teknik Analisi Data

Analisis data dilakukan oleh para peneliti agar mendapatkan makna yang
terkandung dalam sebuah data, sehingga interprestasinya tidak sekdar deskripsi
belaka. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti
maka analisis data yang menjadi acuan dalam peneliti ini mengacu pada beberapa
tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman.®

Analisis data kualitatif model dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga
hal, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction).

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui
seleksi, dan memilih hal-hal yang pokok sehingga peneliti dapat memfokuskan
pengambilan data, dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data

2. Penyajian Data (Data Display).

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan
dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang berbentuk naratif deskriptif
untuk mempermudah memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami berdasar pada data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (Condusion Drawing).

4 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),
(Bandung: Alfabeta, 2013)
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Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah
memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan
dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek
yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi.
Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-

makna yang muncul dari data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Pengalihan Hibah Sebagai Waris Kepada Ahli Warisnya

Bagi masyarakat Pinrang, tanah merupakan bagian hidup dari mereka. Sejak

dahulu, pekerjaan mereka sangat bergantung pada kondisi tanah. umumnya

masyarakat Pinrang dulu bekerja di sawah (petani), perkebunan, tanaman Pangan,

perikanan, peternakan bahkan pedagang. Pekerjaan masyarakat Pinrang lainnya

yang sering dilakukan adalah sebagai penjual jasa dalam bentuk seperti makelar
tanah, tukang batu, pembuat kerajinan kayu dan lainnya.

Oleh karena tanah merupakan hal yang sangat penting bagi Masyarakat
Pinrang, maka mereka memiliki kebiasaan mewarisi tanah dari orangtua kepada
anak-anaknya karena secara tradisi mereka lebih suka hidup berkelompok
dibanding berpencar antar keluarganya. Hal ini ditandai dengan rumah
masyarakatnya yang saling berdekatan dengan lainnya dan milik keluarga sendiri.
Para orangtua juga merasa berkewajiban untuk memberikan rumah untuk
ngerumahin anak-anaknya yang sudah menikah. Maka dari itu, penguasaan tanah
dan lahan kebun maupun sawah merupakan identitas keberadaan mereka.

Hukum adat sendiri, proses pewarisan dapat dilakukan sejak orang tua
masih hidup maupun setelah meninggal. Sampai setiap anak memiliki kehidupan
dan keturunannya masing-masing, proses tersebut akan terus berjalan tanpa

memperhitungkan asal harta tersebut dari harta bawaan maupun gono-gini.

69
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Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat di Kecamatan
Patampanua, alasan yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pembagian
harta warisan yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, mungkin karena
dari dulu mereka tidak pernah menggunakan sistem pembagian secara faraidh
yang sebagaimana menjadi patokan mereka untuk membagikan harta yang dia
miliki.

Sistem pembagian warisan dalam bentuk faraidh bagi masyarakat awam
yang tidak terlalu paham konsep seperti itu, bagi sebagian orang itu terlalu rumit
dan tidak memungkinkan. Dikarenakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan
dan dikedepankan dalam pembagian warisan saat pewaris masih hidup misalnya,
harta yang kita miliki saat kita masih hidup yang kita dapatkan sama-sama dengan
sangat susah payah dengan cara bekerja disawah sendiri atau pergi menjadi buruh
disawah orang untuk menyambung hidup.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Suarna mengatakan bahwa:
“karena disini pas sudah anak laki-lakinya menikah saja baru dibagikan sawah
jadi harta warisan anak-anaknya sewaktu bapaknya masih hidup saja baru dikasih,
memang ada saja masyarakat yang tidak tau cara pembagian harta warisan tetapi

sering juga diadakan pengajian dalam masjid yang satu dua kali membahas
tentang harta warisan supaya orang yang sudah tua ini bisa dengar dan paham”.

Menurut narasumber, yaitu Puang Aisya sebagai berikut:

“iyye makkekkue de’gaga tau ma’berengngi waramparanna narekko purani
mate, nasaba riwettunna mompa tuo masyaraka’e okkoe nabbereangngi
waramparanna akko ana’na, nasaba’ iyya purato Upigui mappakkuaro, bara’
narekko mateka matu degaga na mallaga sibawa silessurenna nasaba
waramparangmi nallagai, nasaba riwettukku tuo mopa pura memeng ni lau bage-



71

bageang maneng waramparang ku jaji alena meni bawang melo nagai ero
waramparangnge ”’

Artinya : “Saat ini tidak ada orang yang membagikan harta warisannya saat
sudah meninggal, karena pada saat masih hidup saja masyarakat disini
membagikan warisan kepada anaknya, dulu saya juga melakukan praktik tersebut.
Supaya nantinya saya meninggal tidak ada yang akan berdebat hanya karena
warisan dengan saudara-saudaranya, dikarenakan saya sudah membagikan pas
masih hidup jadi terserah mereka mau diapakan harta warisan tersebut” 4’

Lanjutan hasil wawancara dengan Ibu Suarna sebagai berikut:

“Dalam keluarga kami kebiasaan mewarisi tanah tersebut dilakukan ketika orang
tua masih hidup, dikarenakan orang tua takut jika nanti anak-anaknya berselisih
persoalan harta warisan, maka orang tua saya membagikan harta tersebut sebelum
orang tua meninggal dunia %8

Dalam hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat ketika
pewaris masih hidup, pewaris menginginkan agar sepeninggal pewaris anak-
anaknya tetap hidup rukun dan bahagia bersama sanak saudaranya yang lain.
Maka, untuk memenuhi keinginannya ini mereka membagi harta kekayaannya
dengan cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan sebelum dia meninggal.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Jamaluddin mengatakan
Bahwa:

"Sitongenna iyyehe wettungka wabberengngi waramparangnge riwettukku
tuo mopa nasaba magai? bara amang nasedding nyawana de’yalai tana galunna
okko tau laingnge, nasaba ana orane mi okkoe bawangnge wedding malai

warangparangge, naiya degaga ana’ orane ku. Nasaba iyya’ tomatoanna mitau
ka narekko rimonrinna matu ana’ makkunraiku iballei sebawa tau laingge.

47 Suarna, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, Wawancara Pribadi, Masolo, Selasa, 18
Oktober 2022.

48 Suarna, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, Wawancara Pribadi, Masolo, Selasa, 18
Oktober 2022.
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Artinya: “saya sengaja memberikan warisan ketika masih hidup karena
kenapa? supaya mereka aman tidak bisa diambil tanah sawahnya sama orang lain
karena cara kita disini anak laki-laki saja yang mendapatkan bagian dan kebetulan
saya tidak mempunyai anak laki-laki, jadi kita sbaagai orang tua merasa takut
jikalau nanti anak perempuan saya dibohongi sama orang lain”*°

Dimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Yuliana bahwa :

“Bagian harta yang akan dibagikan diatur dan dibagi oleh orangtua dengan tujuan
agar masing-masing anak tidak memperebutkan harta tersebut. Dan ketika hibah
sudah diberikan kepada anak-anaknya maka dianggap sudah menerima warisan.””>

Beda halnya yang diungkap kan oleh Bapak Abdul Kahar Mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya terserah mereka mau bagikan bgaimana tanah dan
sawahnya pada saat masih hidup atau pada saat sudah meninggal dunia, karena
kadang kalau dikasih tau kadang mereka tidak mendengarkan jadi terserah mereka
mau dia bagikan kayak bagimana, yaah beginilah ke adaanya masyarakat disini ada
yang menunggu mereka meninggal dulu baru dibagikan bagian tanah atau sawahnya
kepada masing-masing anaknya, sekarang saja masih hidup mereka cepet-cepet
berikan kepada anaknya, lebih tepatnya itu ketika anak laki-lakinya sudah
menikah”.>!

Hasil wawancara dengan Ibu Suarna :

“Pembagian harta dari orang tua dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh
anak-anaknya dirumah orang tua, lalu membicarakan bagian-bagian setiap anak.
Setelah disepakati hasilnya maka dilakukanlah pengukuran jika harta peninggalan
berupa lahan kebun atau sawah, sesuai bagiannya dan setelah itu, barulah di
bagikan kepada masing-masing anak.”>2

49 Jamaluddin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, Wawancara Pribadi, Leppangang
Utara, Jumat, 25 November 2022

%0 Yuliana, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua dan Ahli Waris, Wawancara Pribadi,
Pincara, Minggu, 23 Oktober 2022.

51 Abdul Kahar, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, Wawancara Pribadi, Mattiroade,
Senin, 14 November 2022.

52 Suarna, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, Wawancara Pribadi, Masolo, Selasa, 18
Oktober 2022.
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Proses tersebut biasanya terjadi apabila anak sudah dewasa dan mampu
dalam bekerja, sehingga orangtua memberikan hartanya sebagai bekal untuk
kehidupan anak tersebut. Hibah juga dapat diberikan saat anak tersebut akan
menikah atau sudah menikah dan pada saat penghibah merasa umurnya sudah
dekat. Pemberian tersebut bersifat mutlak, bukanlah suatu perjanjian jual beli,
akan tetapi suatu penerusan harta dalam lingkungan keluarga yang sifatnya

sebagai waris.

Bagaimana yang telah dijelaskan oleh lIbu Hayati beliau mengungkapkan bahwa :

“Saya membagikan seperti cara orang-orang yang hanya memberikan anak
laki-lakinya saja, tetapi saya sengaja memberikan sama rata antara anak laki-laki dan
perempuan meskipun sedikit nanti mereka juga bisa cari sendiri buat tambah
sawahnya, yang penting kita sudah kasih yang orang tuanya punya meskipun hanya
sedikit, iya seperti inilah yang kita punya tidak terlalu banyak seperti yang orang lain
punya, nanti kalau orang tuanya mati ada yang mereka harapkan buat cari makan,
meskipun luas sawahnya tidak terlalu tapi adaji sedikit buat dia tanam padi. Jadi
untuk bagian setiap anak, umumnya jika memang jumlah anak hanya sedikit atau jika
harta yang akan dibagikan juga hanya sedikit, maka bagiannya sama rata baik laki-
laki maupun perempuan. Walaupun seharusnya anak laki-laki mendapatkan satu
bagian, dan anak perempuan setengah” >3

Perkembangan hukum waris yang terjadi di masyarakat terdapat praktik
pembagian waris yang berbeda dari konsep hukum waris Islam. Di dalam hukum
waris Islam salah satu syarat terjadinya waris yakni meninggalnya pewaris baik

secara hakiki maupun secara hukum. Namun, terdapat praktik di dalam

masyarakat yakni orang tua membagikan harta kekayaan mereka pada saat orang

%3 Hayati, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, Wawancara Pribadi, Leppangang, Sabtu,
29 Oktober 2022.



74

tua masih hidup namun untuk mengelola harta tersebut setelah pewaris meninggal.
Hal ini dikarenakan mereka takut akan ada perselisihan antar ahli waris apabila
harta kekayaan dibagikan setelah orang tua meninggal dunia.

Dimana orang tua membagikan harta mereka kepada semua ahli waris
dengan jumlah bagian yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Orang tua membagikan seluruh harta mereka tanpa menyisakan sedikit pun harta,
karena jika harta yang dibagikan masih tersisa dikhawatirkan suatu hari akan
menjadi rebutan meskipun semua anaknya sudah diberi bagian masing-masing.

Pembagian harta peninggalan bergantung pada hubungan dan sikap para ahli
waris, pelaksanaannya bisa pada saat kondisi keluarga damai, rukun dan tanpa
sengketa atau dalam kondisi sebaliknya. jika proses pembagian dilaksanakan
tanpa sengketa, maka para ahli waris cukup bermusyawarah dengan kesepakatan
bersama, tetapi jika terjadi dalam pembagian harta tersebut suatu sengketa oleh
para ahli waris dan apabila tidak mendapatkan titik temu maka sengketa baru akan
dilimpahkan ke Pengadilan.

Kepercayaan masyarakat Pinrang, mereka mengenal istilah mencari
keselamatan. Oleh karena itu, agar tercapainya keselamatan tersebut, masyarakat
Pinrang berusaha membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan
menghormati orang tua dan yang dituakan. Dengan makhluk hidup lainnya pun
seperti itu terutama kepada manusia, khususnya kepada keluarga mesti berbaik-

baikan untuk mencari keselamatan.
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Pembagian harta diantara para ahli waris tersebut biasanya memang berjalan
dengan rukun dan berakhir dengan kesepakatan, dikarenakan dalam
pembagiannya seluruh keluarga dalam suasana ramah tamah, sehingga masing
masing anak mengetahui haknya dan mengetahui keadaan masing-masing ahli
waris termasuk jika ada penyimpangan dalam pembagiannya.

Sebagaimana orang tua masyarakat Pinrang yang memiliki ajaran “Aja’
nangka mallaga warangparang” (Jagang pernah ada yang bertengkar karena
harta/warisan) kepada anak-anaknya. Sehingga mereka merasa enggan
berhubungan dengan pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip mencari
keselamatan. Bagaimanapun juga, perdamaian lebih baik daripada penyelesaian
yang dilakukan di Pengadilan dimana pada putusannya dapat mendatangkan
penderitaan bahkan permusuhan yang lebih besar lagi diantara keluarga.

Analisis Terhadap Teradisi Hibah Sebagai Waris dan Relevisinya dengan
teori Uruf

Bentuk penerapan ‘urf dalam kewarisan hampir semuanya dalam bentuk
dasar hukum yang melandasi perumusan beberapa materi kawarisan. ‘Urf dalam
buku kewarisan hampir semuanya berasal dari hukum kewarisan adat yang
berlaku, sebagai usaha unifikasi hukum kewarisan di Indonesia.

1. Halangan kewarisan
Sebab adanya hak kewarisan yaitu adanya hubungan kekerabatan atau
hubungan perkawinan. Akan tetapi adanya sebab tersebut tidak menjamin

pasti hak kewarisan karena masih bergantung pada hal lain yaitu bebas dari
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penghalang kewarisan. Dengan adanya penghalang maka hukum tidak terjadi
atau tidak ada. Hukum Islam menetapkan dua keadaan yang menjadi
penghalang kewarisan yaitu pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada
pewaris dan perbedaan agama antara keduanya.

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan
dari yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah saw. di
antaranya:

et B Gl s JB A Jgmy i JBE e e
Artinya: Dari Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
“Tidak ada bagian warisan bagi pembunuh.”
Terdapat beberapa jenis pembunuhan yaitu pembunuhan yang dibolehkan
(haqg) seperti dalam medan perang, dalam pelaksanaan hukuman mati, dan
karena membela jiwa, harta, atau kehormatan. Selanjutnya pembunuhan yang
melawan hukum (gair haq) yaitu yang dilarang agama seperti pembunuhan
disengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan seperti disengaja, dan
pembunuhan diperlakukan seperti bersalah.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis pembunuhan yang
menjadi penghalang kewarisan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang
menghalangi kawarisan hanyalah pembunuhan yang dikenai sanksi gisas
yaitu pembunuhan yang terbukti secara nyata sengaja dilakukan. Mazhab
Maliki menyatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi adalah yang

disengaja. Mazhab Syafi‘i berpendapat semua jenis pembunuhan
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menghalangi kewarisan. Adapun mazhab Hanbali berpendapat yang terhalang
kewarisannya adalah pembunuhan yang gair hag.>

Penghalang kedua ialah perbedaan agama yang menyebabkan seorang
muslim tidak mewarisi pewaris yang kafir, begitu pula yang kafir tidak
mewarisi harta pewaris yang muslim.>® Halangan ini berdasarkan hadis-hadis
Rasulullah saw. yang menerangkannya secara jelas, salah satunya:

“Dari Usamah bin Ziad, bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Seorang
muslim tidak mewarisi seorang yang kafir, dan seorang yang kafir tidak
mewarisi seorang yang muslim.”

Dapat diketahui dari hadis ini bahwa seorang yang berbeda agama tidak
punya wewenang® antara keduanya untuk mewarisi. Adapun bagi yang
membunuh terhalang mendapatkan warisan karena membunuh dapat

memutuskan hubungan kekerabatan atau perkawinan.

Halangan perkawinan yang diatur KHI memiliki perbedaan dengan

ketentuan figih, sebagaimana disebutkan:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

menganiaya berat pada pewaris.

% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 194-195.

5 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 196

%6 Muslim bin al-Hajjaj Abual-Hasan al-Quraisyi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 111 (Bairut:
Dar Ihya al-Turas\ al-Arabi, [t.t]), h. 1233 nomor 1614.
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b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.’

Halangan kewarisan yang disebutkan secara jelas dalam KHI jelas
hanya pada hal yang dapat memutus hubungan kekerabatan yaitu
pembunuhan. Pembunuhan di sini diperluas dengan percobaan dan
penganiayaan berat. KHI menambahkan halangan lain berupa perbuatan
memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam minimal 5 tahun
penjara. Percobaan pembunuhan, menganiaya, dan memfitnah pewaris
menjadi penghalang kewarisan merupakan hal baru yang tidak pernah
ditemukan dalam figih mazhab mana pun.>® Kedua hal ini berlaku setelah
mendapatkan keputusan inkracht dari pengadilan. Meskipun perluasan ini
merupakan hal yang baru, akan tetapi masih dalam ruang lingkup perbuatan

yang merusak hubungan kekerabatan.

Halangan kewarisan dalam hukum adat lebih luas dari pada yang
diatur dalam figih dan hampir sama dengan aturan KHI. Hilman
Hadikusuma® menjelaskan bahwa adakalanya seseorang kehilangan hak
mewarisi karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat.

Terdapat beberapa hal yang menghilangkan hak mewarisi antara lain:

5" Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 173.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 328

%9 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Cet. VI1I; Citra Aditya Bakti, 2015), h. 108.
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 263.
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pertama, membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau
anggota keluarga pewaris. Kedua, melakukan penganiayaan atau perbuatan
yang merugikan kehidupan pewaris. Ketiga, melakukan perbuatan tidak baik,
durhaka, atau menjatuhkan nama baik pawaris atau nama baik kerabat
pewaris dengan menuduh melakukan perbuatan tercela. Di dalam hukum adat
ditemukan bahwa menfitnah dapat menjadi halangan mewarisi tetapi tidak
ada ketentuan fitnah atas kejahatan yang diancam 5 tahun. Keterangan 5
tahun ini terdapat atau diambil dari KUH Perdata pasal 838 mengenai orang
yang tidak pantas menjadi ahli waris dengan redaksi yang hampir sama

dengan redaksi KHI.%°

Demikianlah KHI memperluas cakupan perbuatan yang dapat merusak
kekerabatan dengan menambahkan materi hukum dari hukum adat dan KUH
Perdata. Dengan kata lain aturan mengenai halangan mewarisi adalah hasil
perpaduan antara figih, hukum adat, dan KUH Perdata. Alasan yang dapat
diterima dari perluasan ini adalah untuk mencegah pembunuhan,
penganiayaan, dan kejahatan lainnya terhadap pewaris. Akan tetapi KHI
mengalpakan untuk menyebutkan (secara jelas) perbedaan agama sebagai
halangan kewarisan padahal sudah tercantum dalam figih dengan dalil-dalil

nas} yang kuat.

Pembagian Warisan Berdasarkan Kesepakatan (musyawarah)

%0 Republik Indonesia, Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, pasal 383 ayat (2)
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Masyarakat Indonesia banyak melakukan pembagian warisan dengan
cara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh para ahli waris yang dipimpin
oleh ahli waris yang dianggap mampu menjadi penengah dan berlaku adil,
ataupun kerabat yang dituakan.®! Bagian-bagian yang didapatkan oleh para
ahli waris adalah hasil kesepakatan musyawarah ahli waris. Dalam
pembagian ini, bagian masing-masing ahli waris tidak ditentukan berdasarkan
hitungan matematika. Pembagian warisan selalu didasarkan atas
pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang

bersangkutan di samping asas kesamaan hak bagi semua ahli waris.5?

Masyarakat Banjar dapat menjadi salah satu contoh pembagian
kekeluargaan ini yang dikenal dengan budaya badamai. Pembagian adat
badamai ini diwujudkan dengan pola pembagian waris secara faraid-islah dan
islah. Pola faraid-islah dilakukan dengan cara faraid atau hukum waris Islam
terlebih dahulu. Setelah diketahui siapa ahli waris atau penerima lainnya
berdasarkan wasiat atau hibah wasiat dan setiap orang mengetahui
besarannya, kemudian mereka bermusyawarah untuk mengatur bagian
masing-masing. Adapun pola islah dilakukan hanya dengan cara musyawarah
mufakat tanpa melalui proses perhitungan faraid terlebih dahulu. Bagian yang

diterima masing-masing ahli waris dapat bervariasi karena tidak memakai

61 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, h 79.
62 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 105.
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persentase tertentu.®® Praktik faraid-islah di Banjar juga banyak digunakan di
Medan. Pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan menjadi salah
satu bentuk kesepakatan yang biasa terjadi. Banyak kasus kewarisan yang
diselesaikan dengan cara ini baik melalui putusan keluarga maupun putusan

majelis hakim.%*

Adanya sistem kesepakatan pembagian warisan yang dipraktikkan
masyarakat menyebabkan ahli waris dapat merelakan atau menggugurkan
haknya dan menyerahkan bagiannya pada ahli waris yang lain. Cara
pembagian warisan ini diakui oleh KHI yang menyatakan: “Para ahli waris
dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan,
setelah masing-masing menyadari bagiannya.”®® Ketentuan ini memberikan
ruang yang luas bagi sistem pembagian warisan di masyarakat yang membagi
warisannya berdasarkan kesepakatan dalam keluarga yang berdasar pada adat

kebiasaan setempat.

Satria Effendi® menjelaskan alasan pembagian dengan cara
kekeluargaan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan memahami
kedudukan kewarisan dalam talkif. Hukum Islam terbagi pada dua kategori,

1) hak Allah atau hak umum dan 2) hak hamba atau hak perorangan. Kategori

63 Badan Lithang dan Diklat Kementerian Agama RI, Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan
Umat Islam Indonesia (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 82-84.
64 Badan Lithang dan Diklat Kementerian Agama RI, Pelaksanaan Hukum Waris, h. 185.
8 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 183.
8 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Cet. I11; Jakarta:
Kencana, 2010), h. 340.
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ini bukanlah pemisahan karena semua hukum Allah itu wajib ditaati. Maksud
pembagian tersebut antara lain dalam rangka membedakan mana hukum yang
dalam penyelesaiannya terdapat alternatif lain (hak hamba) dan mana yang
tidak punya alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti

ketentuan yang tertulis (hak Allah).

Abd Wahhab Khallaf®” menerangkan bahwa tidak ada alternatif
kecuali melaksanakan hukum yang telah ditentukan dalam masalah yang
berhubungan dengan hak umum dan tak seorang pun berwenang untuk
menggugurkan dan memaafkannya. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak
umum tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau berdamai. Adaput
taklif yang berkaitan dengan hak perorangan, dalam figih ketentuan-ketentuan
yang berhubungan dengan bidang ini bila dilanggar, sepenuhnya terserah
kepada pemilik hak yang dilanggar apakah menuntut atau memaafkan. Begitu
pula tentang penyelesaian hak dalam bentuk ini bisa diselesaikan secara

damai atau secara kekeluargaan.

Abu Zahrah membagi hukum yang ada berdasarkan pendapat-
pendapat ulama menjadi empat: hukum yang termasuk hak Allah saja, hukum
yang termasuk hak hamba saja, hukum yang berkumpul di dalamnya kedua
hak tersebut tetapi lebih dominan hak Allah, dan terakhir hukum yang lebih

dominan hak hamba. Beliau menegaskan bahwa hak seseorang mewarisi

210-215.

67 Abd al-Wahhab Khallaf, IIm Usul al-Figh (Cet. II; Jeddah: al-Haramain, 1425 H/2004 M),
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harta peninggalan termasuk dalam hak hamba atau hak perorangan secara
murni.%® Penegasan ini mensejajarkan hak mewarisi dengan hak menagih atau

menerima piutang dan masalah lainnya yang termasuk pemilikan harta.

Sebenarnya dalam figih juga mengenal pembagian dengan perdamaian
yang mengarah kepada musyawarah yaitu takharuj. Motede takharuj yang
dipelopori olah mazhab Hanafi ini biasa diartikan keluarnya seorang atau
lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya. Cara takharuj ini
dapat ditempuh dengan pola farad-islah dan islah sebagaimana contoh di
atas. Yang berbeda dari takharuj ialah kelaziman adanya penggantian dari
hak ahli waris yang diserahkan pada ahli waris lain. Penggantian dapat
diambil dari ahli waris yang diberikan hak kewarisan dari ahli waris lain, atau
dari harta semua ahli waris di luar hak yang mereka terima dari harta warisan,

dapat pula diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri.

Tidak ada dalil nas yang menunjukkan pengecualian dalam bentuk
takharuj dari hukum kewarisan Islam, tetapi adanya kerelaan dan rasa
keadilan bagi para ahli waris dapat menjadi acuan.’® Takharuj, islah
(perdamaian), atau pembagian dengan musyarawah dapat dibenarkan karena

kewarisan adalah hak perorangan juga karena mendatangkan kemaslahatan

8 Ibnu Humam, Syarh Fath al-Qadir, Juz I1l (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1070), h.
439. Yusuf Musa, al-Tirkah wa al-Miras fi al-1slam (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1960), h. 373. Amir
Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 297-302.

89 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 299.
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yang nyata. Dasar kemaslahatan itu semakin kuat dengan telah menjadi

kebiasaan dan hukum yang hidup di masyarakat.

3. Hibah dihitung warisan

Hibah dalam syariat Islam berarti akad yang pokoknya adalah
pemberian harta milik seseorang pada orang lain saat ia masih hidup tanpa
adanya imbalan apa pun.”® Dalam pasal 171 huruf g KHI juga juga
disebutkan: ,Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang
lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Pengertian yang disebutkan KHI sama dengan pengertian yang banyak
disebutkan dalam Kkitab-kitab figih. Adanya kerelaan tanpa imbalan dan
dilakukan pada saat pemberi masih hidup adalah unsur yang harus ada dalam
hibah. Dalam hukum adat hibah dimaknai lebih sempit yaitu harta kekayaan
seseorang yang dibagibagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia
masih hidup. Penghibahan dilakukan saat anak-anak mulai dewasa atau
menikah. Penghibahan dilakukan karena adanya kekhawatiran terjadinya
percekcokan anak-anak di kemudian hari, atau karena hadirnya ibu/bapak tiri
atau anak angkat dalam keluarga.”

Pasal 211 KHI menyebutkan keterkaitan erat antara hibah orang tua

dengan warisan sebagaimana disebutkan: ,Hibah dari orang tua kepada

0 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 197 ayat (2).
1 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung,
1982), h. 85.
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anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.® Menurut Soerojo
Wignjodipuro,’? bila pasal 211 dianalisis maka pasal ini memuat aspek ‘urf
yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat karena setelah melihat nas, baik
al-Qur’an maupun hadis, tidak dijumpai adanya hal yang menunjukkan
tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anak sebagai warisan.

Berbeda dengan hukum Islam yang membedakan dengan tegas antara
hibah sebagai pemberian saat masih hidup dan warisan sebagai pengalihan
harta setelah meninggal, hukum adat telah memulai proses kewarisan saat
masih hidup. Menurut Soerjono Soekanto, proses pewarisan telah dimulai
sewaktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi tiba-tiba oleh
sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu
adalah suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi
sesungguhnya tidak memengaruhi secara mendasar proses penerusan harta
tersebut.”® Dari sini perbedaan mendasar antara hibah yang dikenal dalam
hukum Islam dan dalam hukum adat.

Menurut Soepomo, dalam hukum adat apabila seorang yang
meninggal memberikan suatu bagian dari hartanya semasa hidupnya kepada
seorang atau beberapa dari anak-anaknya, maka pemberian itu diperhatikan
pada waktu harta peninggalan dibagi-bagi setelah orang tersebut meninggal.

Apabila seorang anak telah mendapatkan pemberian dari pewaris (bapak atau

2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 132.
3 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. h. 259.
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ibu) semasa hidup demikian banyaknya, sehingga boleh dianggap telah
mendapatkan bagian penuh dari harta warisan, maka anak itu tidak berhak
lagi atas warisan yang dibagi-bagi setelah pewaris meninggal. Jikalau
ternyata harta peninggalan banyak dan harta yang pernah diterimanya semasa
pewaris hidup masih belum cukup, maka ia berhak mendapatkan tambahan
ketika harta peninggalan dibagi-bagi sehingga bagiannya menjadi sama
dengan bagian saudara-saudaranya.”* Dari dua kemungkinan yaitu bagian
hibah yang telah diterima anak semasa pewaris hidup sudah sama dengan
bagiannya dari harta warisan atau masih kurang sehingga KHI mengunakan
kata ,dapat”.

Dapat diperhitungkan sebagai warisan mengacu pada asas persamaan
hak dan keadilan dalam kewarisan yang berlaku dalam masyarakat. Bila ada
dua anak, salah satu telah banyak mendapatkan harta orang tuanya semasa
pewaris hidup misalnya sawah atau perhiasan yang dijual untuk membiayai
pendidikannya hingga perguruan tinggi. Di sisi lain anak yang kedua tidak
melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya dan mendahulukan saudaranya
serta merawat orang tuanya. Saat orang tua meninggal dan meninggalkan
warisan, tidaklah adil jika kedua anak ini mendapatkan warisan bagian yang
sama banyak.

Persamaan hak dan keadilan inilah yang ditangkap KHI dalam

menetapkan aturan hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Inilah salah

4 R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, h. 84-85.
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satu bentuk keadilan yang diambil dari hukum yang hidup dalam masyarakat
sebagaimana dipaparkan dalam pasal 229. Aturan ini juga mengisyaratkan
adanya kesatuan hukum antara kewarisan dan hibah seperti halnya

perkawinan dan kewarisan yang tidak boleh dipandang berdiri sendiri.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Proses pembagian harta pada masyarakat Pinrang di Kecamatan Patampanua,
dilakukan pada saat kedua atau salah satu orang tua masih hidup atau disebut
juga hibah. Bukan saja masyarakat awam melainkan justru tokoh masyarakat
banyak yang mempraktikannya. Masing-masing anak diberikan bagian dengan
jumlah yang sama rata. Hibah yang diberikan orangtua juga bermaksud sebagai
waris. jadi, pembagian hibah berarti juga pembagian waris. pemberian tersebut
bermaksud agar para ahli waris sepeninggal pewaris tidaklah berkonflik dan
memperebutkan harta peninggalan yang pada akhirnya akan memecah belah
hubungan kekeluargaan.

2. Pembagian hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Kecamatan
Patampanua dilakukan dengan dasar alasan masyarakat yang menganggap cara
hibah adalah cara yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang dan cara hibah
dianggap efektif dalam membagikan harta waris, karena dengan cara hibah
sebagai waris, akan timbul kemaslahatan dan tetap terjalinnya kerukunan
antara ahli waris, serta hibah sebagai waris merupakan kebiasaan yang baik

bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kemaslahatan antar ahli waris,
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maka kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang harus dipelihara atau disebut juga

dengan urf

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Kepada pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan dan
sosialisasi kepada masyarakat terkait perbedaan hibah dan hukum waris dalam
Islam, KHI dan dalam hukum adat.
2. Kepada pembaca dan masyarakat dalam pembagian harta peninggalan
hendaknya menggunakan hukum waris Islam atau faraid terlebih dahulu

sebelum membagikannya dengan hukum adat
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penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang
Kecematan Patampanua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan *.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan scbagai mana

mestinya.

Pinrang,\8 Oktober 2022
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penulisan  skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang
Kecematan Patampanua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan ~

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana
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